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NIM. 4417030022  

ABSTRAK 

 

Rizky Kurnia Sartika, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan 

Kepatuhan Pajak PT Tasma Bioenergy Indonesia Sebagai Pemotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Tahun 2020 

 

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kepatuhan pajak, pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 21, dan pemilihan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 

21 atas pegawai tetap PT Tasma Bioenergy Indonesia Tahun 2020. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang 

menjelaskan atau mendeskripsikan secara rinci suatu keadaan melalui data berupa 

angka. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, 

observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan 

melakukan perbandingan antara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 

dilakukan perusahaan dengan peraturan perpajakan yaitu Undang-Undang No.36 

Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak PT Tasma 

Bioenergy Indonesia sudah baik, namun pelaksanaan perhitungan dan 

pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap belum sesuai dengan Undang-

Undang No.36 Tahun 2008. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum 

sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dapat dilihat dari unsur 

Penghasilan Tidak Kena Pajak, Biaya Jabatan, Nomor Pokok Wajib Pajak, serta 

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Metode perhitungan yang 

digunakan perusahaan sebaiknya metode Gross Up karna menguntungkan bagi 

pegawai dan perusahaan tersebut. 

 

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Peraturan Pajak, Metode 

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pegawai Tetap. 
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ABSTRACT 

 

Rizky Kurnia Sartika, Study Program Applied Bachelor of Financial Accounting 

Tax Compliance of PT Tasma Bioenergy Indonesia as Income Tax Withholding 

Article 21 of 2020 

 

The purpose of this study is to analyze tax compliance, withholding Article 21 

Income Tax, and the selection of the method of calculating Article 21 Income Tax 

for permanent employees of PT Tasma Bioenergy Indonesia 2020. This type of 

research is a qualitative research with a descriptive approach that explains or 

describes in detail a state through data in the form of numbers. The data used are 

primary data and secondary data. Data collection techniques in this study using 

interviews, observation, documentation and literature study. This research was 

conducted by comparing the calculation of Income Tax Article 21 by the company 

and the tax regulations, namely Law No. 36 of 2008. The results showed that PT 

Tasma Bioenergy Indonesia's tax compliance was good, but the implementation of 

the calculation and withholding of PPh Article 21 for permanent employees are 

not in accordance with Law No. 36 of 2008. Calculation of Income Tax Article 21 

that is not in accordance with Law No. 36 of 2008 can be seen from the elements 

of Non-Taxable Income, Position Fees, Taxpayer Identification Number, and 

Deposits and Income Tax Reporting Article 21. The calculation method used by 

the company should be the Gross Up method because it is profitable for the 

employee and the company. 

 

Keywords: Income Tax Article 21, Tax Regulations, Income Tax Calculation 

Method Article 21, Permanent Employees. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Pajak penghasilan bersumber dari pungutan resmi yang ditujukan kepada 

masyarakat atas penghasilan yang diperolehnya dari tahun pajak untuk 

kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Bagi 

Indonesia, pajak termasuk hal yang penting dalam peralihan kekayaan dari pihak 

rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya 

digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai 

public investment. Dalam fungsi budgetair, pajak penghasilan sebagai sumber 

dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan 

negara (Arifka, 2018). 

 Berdasarkan sifat dan golongannya, pajak penghasilan termasuk kedalam 

jenis pajak subjektif dan pajak langsung. Dikatakan sebagai pajak subjektif karena 

pajak penghasilan mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor 

utama dalam pengenaan pajak. Sedangkan disebut sebagai pajak langsung karena 

pajak penghasilan ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan 

kepada pihak lain. Kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dilihat 

dari daya pikulnya yang ikut mempertimbangkan dasar utama dalam menentukan 

berapa besar jumlah pajak yang dibebankan kepadanya (Sumarni, 2020). 

 Adapun jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutan, yaitu pajak daerah dan 

pajak negara (pajak pusat). Dikatakan sebagai pajak daerah karena pajaknya 

dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah 

tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009. Contoh pajak daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, Pajak Rokok, Pajak Air 

Permukaan, dan lain-lain (Resmi, 2018). Pajak daerah termasuk ke dalam 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
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bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

 Sedangkan disebut sebagai pajak negara (pajak pusat) karena pajaknya 

dipungut oleh pemerintah pusat dan pada umumnya digunakan untuk membiayai 

rumah tangga negara. Jenis-jenis pajak pusat terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), 

Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan 

Pertambangan (PBB-P3). Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat 

dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan 

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (Hasanah, 2021). 

 Pajak Penghasilan Pasal 21 termasuk komponen terbesar dalam penerimaan 

pajak dalam negeri dengan target sebesar Rp 927,5 triliun atau naik 13,3% jika 

perbandingannya dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

tahun 2019 sebesar Rp 818,6 triliun. Peningkatan target PPh disebabkan adanya 

proyeksi perbaikan kinerja dunia usaha sebagai dampak dari pertumbuhan 

ekonomi yang nasional yang menguat pada tahun 2020. Pemerintah memasang 

target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 5,3%, naik dari outlook APBN 

2019 sebesar 5,2%. Jika target benar-benar terjadi, maka akan menandakan 

pertumbuhan ekonomi paling tinggi sejak tahun 2013. Selain itu, pemerintah juga 

optimis bisa memanfaatkan data keuangan dan optimalisasi implementasi 

Automatic Exchange System of Information (AEoI), sehingga penerimaan PPh 

wajib pajak luar negeri dapat dimaksimalkan (Arifin, 2019). 

Dalam melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21, wajib pajak 

harus memahami tentang sistem pemungutan pajak. Indonesia menerapkan tiga 

sistem dalam memungut pajak, diantaranya: Official Assesssment System, Self 

Assessment System, dan With Holding Sytem. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 

Pasal 21) menerapkan With Holding System karena pihak yang wajib melakukan 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21/26 adalah pemberi kerja, 

bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara 
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kegiatan (Kurniyawati, 2019). Sistem With Holding System di Indonesia 

dikenakan terhadap seluruh penghasilan dari kegiatan usaha, sebagaimana 

tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-70/PJ/2007.  

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, With Holding System 

diperlakukan sebagai angsuran pembayaran pajak (advanced payment) dan 

pemungut pajak final (Maksum, 2019). 

 Pemotong PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak 

Nomor PER-16/PJ/2016 antara lain pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas 

pemerintah, dana pensiun, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, dan 

penyelenggara kegiatan. Wajib pajak yang akan dipotong PPh Pasal 21 atas 

penerima penghasilan, yaitu pegawai (baik tetap maupun tidak tetap), penerima 

uang pesangon, pensiun, jaminan hari tua termasuk ahli warisnya, dan bukan 

pegawai seperti tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, dan lain sebagainya. 

Adapun objek yang akan dikenakan PPh Pasal 21 meliputi penghasilan yang 

diterima pegawai tetap, penghasilan yang diperoleh penerima pensiun, 

penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, imbalan kepada peserta 

kegiatan, penghasilan berupa uang pesangon dan honorarium, penghasilan berupa 

jasa produksi, serta penghasilan berupa penarikan dana oleh peserta program 

pensiun. PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Progresif (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf 

a) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

(Tambingon, 2018). 

Perusahaan sebagai wajib pajak badan/ pemberi kerja diwajibkan untuk 

melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) atas 

penghasilan yang diperoleh dari pegawainya. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang 

dikenakan khusus kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas 

penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Penghasilan yang 

dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apabila penghasilan tersebut yang 

menerima adalah Wajib Pajak luar negeri maka diatur dalam Pasal 26 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU No.36 tahun 
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2008) yang selanjutnya disebut Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) 

(Resmi, 2018). 

PT Tasma Bioenergy Indonesia sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban 

dalam memotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh pegawainya. Terdapat 

beberapa subjek pajak yang akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21, yaitu: 

pegawai tetap termasuk dewan komisaris dan dewan pengawas yang ikut 

mengelola perusahaan secara langsung, tenaga lepas yang menerima imbalan 

apabila ia bekerja, penerima pensiun, penerima honor, dan penerima upah baik 

secara harian, mingguan, borongan ataupun satuan. Sebagai pihak ketiga, PT 

Tasma Bioenergy Indonesia ditunjuk untuk menghitung besarnya pajak yang 

terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku 

(Arifin, 2019). 

Dalam menghitung jumlah PPh Pasal 21 terdapat 2 (dua) metode pemotongan 

pajak yang dapat dipilih oleh perusahan dalam memungut PPh Pasal 21 pegawai, 

yaitu: Net Method dan Gross Method. Dalam hal Net Method, PPh Pasal 21 yang 

terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan, baik sebagian 

maupun seluruhnya dalam bentuk benefit in kind. Sedangkan Gross Method, pajak 

yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri (Wahidah, 2020). 

PT Tasma Bioenergy Indonesia merupakan salah satu perusahaan swasta 

yang bergerak dalam bidang Perdagangan Jasa Pembangkit Tenaga Uap. 

Perusahaan ini memiliki pegawai yang cukup banyak dengan tingkat penghasilan, 

jabatan atau golongan serta status pegawai yang berbeda-beda satu sama lain yang 

dapat dikenakan PPh Pasal 21. Sebagai sebuah perusahaan yang didirikan dan 

beroperasi di Indonesia, perusahaan ini tidak lepas dari kewajibannya untuk 

membayar pajak yang telah ditentukan, termasuk pembayaran pajak 

penghasilannya.  

Beberapa penelitian terdahulu masih banyak perusahaan yang kurang tepat 

dalam melakukan kewajibannya sebagai pihak pemotong pajak atas gaji 

pegawainya, baik dalam menghitung, memotong, melaporkan ataupun menyetor 

pajak terutangnya. Oleh karena itu, suatu perusahaan memerlukan suatu aplikasi 

sistem informasi yang dapat membantu perusahaan dalam mengolah data gaji dan 
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perhitungan pajak penghasilan secara terintegrasi. Salah satu alat yang dapat 

mendukung hal tersebut adalah dengan pemakaian komputer dan sumber daya 

manusia yang memadai, sehingga dapat terbentuk sistem informasi yang baik. 

Begitu pula yang diterapkan PT Tasma Bioenergy Indonesia yang memiliki 

kewajiban untuk memberikan gaji terhadap seluruh pegawai yang bekerja di 

perusahaan tersebut dan melakukan pemotongan pajak penghasilan pribadi dari 

hasil gaji yang diterima untuk disetor ke Dirjen Pajak. Namun kendala yang 

dihadapi saat ini bahwa administrasi yang mengelola perhitungan gaji dan pajak 

penghasilan pribadi setiap pegawai masih sering terjadi kesalahan. Data-data yang 

belum di-update oleh pihak administrasi dan masih terdapat salah satu komponen 

yang termasuk ke dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang melanggar aturan 

Undang-Undang Perpajakan. Dari hal tersebut, dampak yang terjadi tentunya 

perhitungan yang dilakukan perusahaan berbeda dengan perhitungan sesuai 

peraturan perpajakan yang berlaku.  

Maka dalam perhitungan PPh Pasal 21 membutuhkan pencatatan yang serius, 

karena apabila terjadi kesalahan atau kesilapan dalam menetapkan dasar 

pengenaan pajak akan berpengaruh terhadap besar kecilnya PPh Pasal 21 yang 

dipungut. Dari fenomena tersebut menunjukkan kurang telitinya perusahaan 

dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan atas pegawainya, khususnya 

sumber daya manusia yang berperan dalam pendataan gaji. Ini juga akan 

menyebabkan akan terjadi kekeliruan terhadap pencatatan akuntansi juga 

kemungkinan mendapatkan sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jika 

dalam menghitung PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode net, metode gross, 

atau metode gross up, perusahaan juga memiliki dampak yang berbeda terhadap 

beban pajaknya. Untuk itu, perusahaan harus cermat dalam memilih metode 

perhitungan PPh Pasal 21. 

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka hal tersebut mendorong 

penulis untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Kepatuhan Pajak PT Tasma Bioenergy Indonesia Sebagai Pemotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Tahun 2020”. 
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1.2  Rumusan Masalah Penelitian 

PT Tasma Bioenergy Indonesia berdiri sejak tahun 2017 dan sudah beroperasi 

secara aktif sampai saat ini. Perusahaan yang sudah beroperasi lebih dari satu 

tahun seharusnya sudah memahami dengan benar bagaimana cara memotong 

pajak penghasilan atas gaji pegawainya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku 

di Indonesia. Akan tetapi, saat ini masih terdapat kesalahan dalam menghitung 

Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga jumlah pajak penghasilan pegawai tetap 

tidak sesuai antara jumlah PPh Pasal 21 terutang menurut perusahaan dengan 

jumlah PPh Pasal 21 menurut UU No.36 tahun 2008. Salah satu alasannya karena 

masih ada sumber daya manusia yang kurang cermat dan teliti dalam menghitung 

PPh Pasal 21 terutang. Adapun berbagai alternatif dalam memilih metode 

perhitungan PPh Pasal 21 diantaranya metode net, metode gross, dan metode 

gross up. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis dan membandingkan alternatif 

mana yang paling baik. Selain itu, besarnya PPh Pasal 21 akan mempengaruhi 

besarnya pajak penghasilan terutang. Maka dalam pemilihan strategi kebijakan 

pajak penghasilan tersebut juga akan mempengaruhi PPh terutang sebuah 

perusahaan. Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti PT Tasma 

Bioenergy Indonesia sebagai pemotong pajak penghasilan, sehingga kedepannya 

tidak terjadi kesalahan dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. 

1.3  Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan yang dijelaskan peneliti dalam latar belakang masalah, maka 

pertanyaan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pajak PT Tasma Bioenergy Indonesia sebagai 

pemotong PPh Pasal 21? 

2. Apakah pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Tasma Bioenergy 

Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku? 

3. Bagaimana pengaruh pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 terhadap 

beban pajak PT Tasma Bioenergy Indonesia? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitiannya, maka tujuan yang ingin dicapai 

peneliti dalam penelitian ini adalah: 
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1. Menganalisis tingkat kepatuhan pajak PT Tasma Bioenergy Indonesia 

sebagai pemotong PPh Pasal 21. 

2. Menganalisis apakah pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT 

Tasma Bioenergy Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku. 

3. Menganalisis pengaruh pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 

terhadap beban pajak PT Tasma Bioenergy Indonesia. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan terhadapat PT Tasma Bioenergy Indonesia 

sebagai pemotong PPh Pasal 21 diharapkan memberikan manfaat yang 

berkelanjutan. Adapun manfaat tersebut adalah: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan informasi ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang perpajakan mengenai cara 

perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak. Berharap dapat 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan 

menjadi pengetahuan apabila nanti terjun secara langsung ke lapangan. 

2. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

perpustakaan, serta di jadikan sebagai perbandingan penelitian bagi 

peneliti yang memiliki objek penelitian yang sama. 

3. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi bahan evaluasi 

berkenaan dengan penerapan perhitungan, pemotongan dan pelaporan 

pajak selanjutnya, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21. 

4. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek 

perpajakan, khususnya dalam hal perhitungan, pemotongan dan 

pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang 

berlaku. 
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5. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengevaluasi efektifitas dan efisiensi. Selain itu, dalam penelitian ini 

peneliti bermaksud untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada PT 

Tasma Bioenergy Indonesia apabila ada ketidaksesuaian dalam 

melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21. 

 

1.6  Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membagi 

pokok bahasan penelitian menjadi beberapa bab, yaitu: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang hal apa yang melatarbelakangi dipilihnya topik 

ini sebagai judul penelitian, perumusan masalah, serta pertanyaan 

penelitian yang menjadi fokus bahasan peneliti dalam penelitian ini. Selain 

itu bab ini juga membahas tentang tujuan dilakukannya penelitian, manfaat 

yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini dan sistematika penulisan 

dalam penelitian ini. 

 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini berisi teori-teori dasar yang digunakan peneliti, yang 

berhubungan dengan masalah yang sedang diangkat dalam penelitian ini. 

 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini peneliti membahas tentang jenis perusahaan yang dilakukan 

oleh peneliti, objek penelitian, metode pengambilan sampel yang dipilih 

oleh peneliti, jenis dan sumber data yang digunakan, metode yang 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, serta metode analisis yang 

digunakan peneliti untuk menganalisis data penelitian. 

 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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 Isi dari bab ini menjelaskan tentang hasil temuan yang diperoleh peneliti 

dilapangan. Temuan ini berkaitan dengan masalah penelitian yang 

diangkat peneliti dalam penelitian ini. Kemudian hasil temuan ini akan 

dianalisis masalahnya, sehingga peneliti dapat memberikan kesimpulan 

dan solusi dari masalah yang dibahas dalam penelitian. 

 

 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Selanjutnya pada pembahasan terakhir ini peneliti menjelaskan secara 

singkat inti sari dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, serta 

saran dari peneliti kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek dan 

tempat penelitian kemudian saran kepada pembaca dan atau kepada 

peneliti selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kepatuhan pajak PT 

Tasma Bioenergy Indonesia sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 

2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kepatuhan pajak PT Tasma Bioenergy Indonesia sebagai 

pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) sudah baik. Hal ini 

dapat dilihat dari tidak adanya Surat Teguran Pajak. Dan perusahaan telah 

tepat waktu dalam melaporkan pajak PPh Pasal 21 atas pegawai tetap di 

setiap masa pajaknya. 

2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang dilakukan 

oleh PT Tasma Bioenergy Indonesia masih ada yang belum sesuai dengan 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini 

dapat terlihat dari beberapa hal dibawah ini, yaitu: 

a. Perusahaan kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk 

perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap, 

akibatnya jumlah perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan lebih 

tinggi dari aturan perpajakan sehingga dapat merugikan pegawai yang 

bersangkutan. 

b. Adanya temuan kesalahan dalam menentukan biaya jabatan pegawai 

tetapnya sebagaimana tertuang dalam beberapa peraturan pajak 

diantaranya Pasal 21 ayat (3) UU PPh, Peraturan Menteri Keuangan 

No.250/PMK.03/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-

6/PJ/2016 bahwa dalam sebulan tidak boleh melebihi Rp 500.000,- 

atau Rp 6.000.000,- setahun. Sementara masih ditemukan biaya 

jabatan pegawai tetap yang melebihi ketentuan perpajakan. 
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c. Adanya temuan Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan Pasal 

21 ayat (5a) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa 

besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka 

pemotongan/pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh 

persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang 

menunjukkan atau memiliki NPWP. 

d. Dalam melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 masih 

terdapat beberapa masa pajak yang mengalami keterlambatan, 

sehingga perusahaan harus dikenakan sanksi atas keterlambatan 

tersebut. Selain itu, adanya SPT Pembetulan dikarenakan adanya 

kompensasi dari masa sebelumnya yang menyebabkan lebih bayar, 

sehingga dapat dilakukan kompensasi kembali atas kelebihan bayar 

tersebut. 

3. Dalam pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 memiliki pengaruh 

yang berbeda-beda terhadap beban pajak perusahaan. Dengan 

menggunakan metode Net, pegawai memang mendapatkan kenikmatan 

berupa tanggungan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan, namun 

karena biaya PPh Pasal 21 tersebut tidak dapat menjadi pengurang 

(nondeductable expenses) maka PPh Badan perusahaan akan bertambah 

dengan adanya koreksi fiskal positif. Selanjutnya dengan metode Gross, 

kesejahteraan pegawai akan berkurang karena gaji telah dipotong pajak 

penghasilan sehingga jumlah penghasilan yang diterima pegawai menjadi 

lebih kecil dan laba perusahaan akan lebih tinggi karena tidak 

menanggung beban pajak. Berbeda dengan metode Gross Up, perusahaan 

akan memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan dengan 

memberikan tunjangan PPh Pasal 21 bagi pegawai. Pegawai akan 

menerima Take Home Pay tanpa dikurangi dan dipotong PPh Pasal 21 

karena sudah ditanggung perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak 

sebesar pajak penghasilan terutangnya. Selain itu pajak yang akan 
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ditanggung perusahaan tidak akan dikoreksi fiskal karena beban PPh Pasal 

21 dapat menjadi pengurang (deductable expenses). 

 

5.2 Saran 

Adapun saran untuk PT Tasma Bioenergy Indonesia dalam bentuk kepatuhan 

pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu: 

1. Sebaiknya perusahaan perlu untuk mengikuti perkembangan peraturan 

perpajakan yang terbaru, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penetapan 

pajak terutang khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. 

2. Bagi pegawai dibagian akuntansi seharusnya lebih update dalam 

melakukan pendataaan status pegawai tetap di perusahaan tersebut, agar 

tidak ada yang saling dirugikan dalam menentukan jumlah pajak yang 

terutang. Sebaiknya pendataan ulang dilakukan secara berkala di setiap 

awal tahun, yaitu terhitung mulai dari 2-5 Januari. 

3. Perusahaan juga harus memberikan sanksi/denda kepada pegawai yang 

tidak memiliki NPWP dan memberikan pengetahuan kepada pegawai 

tentang manfaat dan kegunaan NPWP bagi wajib pajak itu sendiri. 

4. Dari ketiga metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 

21), sebaiknya PT Tasma Bioenergy Indonesia menggunakan metode 

Gross Up. Alternatif dengan metode Gross Up dipilih karena memberikan 

keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu pegawai dan perusahaan. Bagi 

pegawai, Take Home Pay akan tetap sama seperti saat perusahaan 

menggunakan metode Net sehingga tidak akan mengurangi kesejahteraan 

karyawan. Sementara bagi perusahaan, biaya tunjangan pajak yang 

diberikan kepada seluruh pegawai dapat dibebankan sebagai pengurang 

pada Laporan Laba Rugi Fiskal perusahaan. Dampaknya, laba fiskal 

perusahaan menjadi lebih kecil, secara otomatis jumlah pajak penghasilan 

yang dibayar PT Tasma Bioenergy Indonesia juga mengalami penurunan. 
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Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan PT Tasma Bioenergy Indonesia 

LAMPIRAN 

 

HASIL WAWANCARA 

Narasumber :  Oktaria Anandita 

Jabatan        :  Senior Finance and Accounting Manager 

Tempat        :  PT Tasma Bioenergy Indonesia 

Waktu          :  30 April 2021 

Keterangan  : 

P = Penanya 

N = Narasumber 

P: 

Selamat siang Ibu Okta, perkenalkan… Saya Rizky Kurnia Sartika, 

mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta, ingin menanyakan beberapa hal terkait 

perusahaan ini, apakah saya diizinkan Ibu? 

N: 

Siang Rizky, saya sudah diskusi dengan beberapa staff internal dan 

diizinkan untuk mengetahui tentang perusahaan ini. Bisa diwakilkan oleh 

saya Oktaria Anandita sebagai Senior Finance and Accounting Manager di 

perusahaan ini 

P: 
Apakah perusahaan ini boleh diteliti terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 

gaji pegawai untuk kepentingan skripsi saya Bu? 

N: 
Iya boleh. Untuk data-data yang diperlukan boleh dilihat sementara dan 

selengkapnya akan dikirimkan segera 

P: 

Baik Ibu terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Apakah 

perusahaan ini pernah diteliti oleh mahasiswa lain terkait Pajak 

Penghasilannya? 

N: Kebetulan belum pernah ada yang meneliti terkait hal itu 

P: Terkait dengan perusahaan, kapan PT Tasma Bioenergy Indonesia 
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didirikan? 

N: 
PT Tasma didirikan sejak tahun 2017 dan sudah beroperasi sampai saat ini 

kurang lebih 3,5 tahun 

P: Perusahaan ini bergerak dalam bidang apa? 

N: 

Awalnya perusahaan ini bergerak dalam menyediakan ketel uap (steam 

boiler). Seiring berjalannya waktu, di tahun 2019 perusahaan ini 

bekerjasama dengan BECIS (Berkeley Energy Commercial & Industrial 

Solutions). Semenjak bergabung dengan BECIS, perusahaan ini menjadi PT 

yang bergerak dalam menyediakan energi berbasis biomassa yaitu bahan 

biologis hidup/mati dan limbah yang dapat digunakan sebagai sumber bahan 

bakar untuk produksi industrial 

P: Berapa jumlah pegawai tetap dalam perusahaan ini? 

N: 
Hingga saat ini, ada 41 orang pegawai tetap yang aktif bekerja dengan 

jabatan yang berbeda-beda 

P: 

Mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, apakah perusahaan ini sudah 

mengetahui semua peraturan yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan? 

N: 

Dalam menjalankan Pajak Penghasilan Pasal 21, perusahaan memang 

bergantung pada UU Nomor 36 Tahun 2008, tetapi untuk memahami UU 

tersebut dengan benar, sepertinya sudah. Apabila Anda ingin meneliti 

tentang hal ini terkait perusahaan, kami sangat menerima masukan dari 

Anda jika dalam menjalankannya masih terdapat kekurangan 

P: 
Apakah ada pegawai yang berhenti bekerja di pertengahan bulan dalam 

masa waktu 1 tahun? 

N: Di tahun 2020 ini belum ada pegawai yang berhenti bekerja 

P: 
Apakah ada pegawai yang menikah atau mempunyai tambahan tanggungan 

anak di tahun 2020? 

N: 

Dalam hal menikah, ada 2 orang pegawai yang sudah menikah yaitu Bapak 

Samuli dan Bapak Michael. Dan ada pegawai yang memiliki tambahan 2 

anak yaitu Bapak Marchaban 
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P: Mengapa ada sebagian pegawai yang tidak mendapatkan tunjangan? 

N: 

Perusahaan memberikan tunjangan kepada pegawainya berdasarkan kondisi 

dan ketentuannya masing-masing, diantara kondisi yang paling umum 

adalah tingkat jabatan, lama bekerja, kehadiran (absensi), dan status 

pendidikan. Dengan kondisi dan ketentuan tersebut, maka antara satu 

pegawai dengan pegawai lain akan mendapatkan tunjangan yang berbeda-

beda tergantung kebijakan perusahaan 

P: 
Apakah ada pegawai yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP)? 

N: 
Terkait dengan NPWP, memang masih ada yang belum memiliki itu. Di data 

ada 4 orang yaitu Ibu Ika, Pak Suprihanto, Pak Joannes dan Ibu Rhegie 

P: 
Besarnya biaya jabatan untuk masing-masing pegawai ditentukan oleh siapa 

ya Bu? 

N: 
Setau saya, biaya jabatan ditentukan oleh perusahaan. Dapat dilihat 

berdasarkan jabatannya 

P: Untuk data pegawai, siapa yang biasanya me-manage data-datanya Bu? 

N: Data pegawai biasanya di-manage dan direkap oleh saya dan Ibu Rhegie 

P: 
Apakah data-data yang ada selalu direkap ataupun diperbaharui setiap bulan 

atau tahunnya? 

N: 

Data-data yang dipakai diambil dari tahun sebelumnya, yang paling sering 

diperbaharui biasanya gaji pokok. Selebihnya tidak ada, itu juga kalau ada 

perubahan 

P: Siapa yang biasanya menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Bu? 

N: Bergantian, terkadang saya ataupun Ibu Rhegie 
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